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PEMERINTAH kita tengah ancang-
ancang untuk memungut pajak karbon
alias carbon tax. Tujuannya selain un-
tuk menambah pundi-pundi peneri-
maan negara, juga untuk pengurangan
emisi gas rumah kaca. Ada dua skenario
yang mengemuka dalam soal rencana
penerapan pajak karbon ini. 

Skenario pertama, pungutan pajak
karbon dilakukan dengan menggu-
nakan instrumen perpajakan yang
telah tersedia selama ini. Yakni mulai
dari cukai, pajak penghasilan (PPh), pa-
jak pertambahan nilai (PPN), pajak
penjualan atas barang mewah (PPnBM)
maupun penerimaan negara bukan pa-
jak (PNBP) untuk level pusat. Hingga
pajak kendaraan bermotor dan pajak
bahan bakar kendaraan bermotor un-
tuk level daerah.

Skenario kedua, pemerintah mem-
bentuk instrumen baru dengan terlebih
dahulu merevisi Undang-Undang No-
mor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU
KUP). Jika akhirnya diberlakukan, apa
aspek plus dan minusnya pajak karbon
ini?

Dinilai Efektif

Seperti sama-sama kita ketahui, pa-
jak karbon merupakan salah satu cara
yang dinilai efektif saat ini dalam upaya
mengurangi emisi gas rumah kaca,
yang selama ini dituding berkontribusi
bagi terjadinya perubahan iklim. Dan
telah banyak bukti ilmiah maupun buk-
ti empirik menunjukkan, akibat per-
ubahan iklim, bumi bertambah panas.
Perubahan iklim dengan pemanasan
globalnya menjadi salah satu ancaman
serius bagi kelangsungan hidup kita.

Bagi kita, di Indonesia, munculnya
anomali cuaca akibat perubahan iklim
yang berbuntut pada terjadinya kema-
rau yang sangat panjang atau
meningkatnya curah hujan di luar si-
klus normal telah berulangkali terjadi.

Implikasinya jelas, yakni menyebabkan
terganggunya pola tanam para petani.
Selain menyebabkan makin seringnya
terjadi bencana hidrologis berupa keke-
ringan, banjir maupun longsor.

Sejauh ini, sudah ada sekurangnya 40
negara yang telah menerapkan skema
pajak karbon. Penerapan pajak karbon
sejatinya sejalan dengan komitmen ne-
gara-negara anggota Perserikatan Bang-
sa-Bangsa (PBB) yang menyepakati
Perjanjian Paris (2015), untuk bersama-
sama mewujudkan apa yang diisti-
lahkan sebagai ekonomi netral karbon.

Jika ditelisik lebih jauh, pajak karbon
adalah pajak energi lantaran  sebagian
besar emisi karbon berasal dari pem-
bangkit energi dan penggunaan energi
oleh kalangan industri.  Tentu saja, jika
diberlakukan, pajak karbon ini harus
berlaku untuk semua produsen dan
penjual, di mana pun produksi berlang-
sung. 

Ada yang memprediksi pendapatan
pajak yang akan dihasilkan
dari penerapan pajak karbon di
negeri ini sekitar Rp 26 triliun
hingga Rp 53 triliun. Setara
0,2% - 0,3% dari Produk
Domestik Bruto (PDB), dengan
asumsi tarif pajak US$
75/tCO2.

Harga Energi

Dari sisi harga, penerapan
pajak karbon akan mendorong
melonjaknya harga energi. Da-
na Moneter Internasional
(IMF), memproyeksikan jika
pajak karbon diterapkan di
Indonesia secara menyeluruh,
harga energi rata-rata bakal
meningkat cukup besar. Harga
domestik batubara, gas alam,
listrik, dan bensin akan

meningkat masing-masing sebesar
239%, 36%, 63%, dan 32%.

Maka, pemerintah perlu menyiapkan
langkah strategis untuk meminimalisir
dampak samping jika pajak karbon ini
hendak diberlakukan. Uang yang diper-
oleh dari pajak karbon selain di-
alokasikan untuk membangun sumber-
sumber pembangkit energi bersih ter-
barukan dan membangun jaringan
transportasi massal ramah lingkungan,
juga perlu dialokasikan untuk membu-
ka lapangan kerja yang pro-lingkungan.
Juga untuk subsidi energi bagi masya-
rakat kurang mampu.

Pada akhirnya, cepat atau lambat,
ekonomi netral karbon memang wajib
kita wujudkan. Mengurangi emisi kar-
bon dengan jalan menerapkan pajak
karbon mungkin perlu segera kita
lakukan. Manfaat penerapan pajak kar-
bon barangkali tidak akan langsung ter-
lihat. Perlu dua atau tiga dekade bagi
kita untuk bisa merasakan manfaat-
nya.  ❑
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Menjadikan Sekolah Pusat Perlawanan Covid-19
PEMERINTAH bertekad mulai

tahun ajaran baru tahun 2021/2022
akan melaksanakan pembelajaran tat-
ap muka (PTM) secara terbatas di te-
ngah wabah Covid-19 yang cenderung
meningkat.  Atas arahan Presiden
Jokowi ketentuan PTM terbatas hanya
25% peserta didik yang hadir, seminggu
2 kali pertemuan dan di sekolah maksi-
mal 2 jam. 

Dengan ketentuan tersebut muncul
pertanyaan seberapa efektifkah pembe-
lajaran tatap muka di sekolah? Dan apa
yang perlu disampaikan pada peser-
ta didik dengan ketentuan dari ara-
han presiden tersebut?.

Pembelajaran Tatap Muka yang
dirancang tersebut jelas tidak efek-
tif. Bisa dibayangkan mengajar ha-
nya sedikit anak dengan waktu
yang sangat terbatas, Maka jangan
euphoria, tahun ajaran baru akan
melaksanakan tatap muka
layaknya tahun – tahun sebelum-
nya. Arti sejatinya, pembelajaran di
tahun ajaran baru masih akan
berlangsung daring atau jarak jauh.

Moden Pendidikan Karakter

PTM harus dirancang bukan un-
tuk menyelesaikan materi pembela-
jaran apalagi hanya mencapai tar-
get kurikulum. Yang paling realistis
PTM dijadikan model penanaman
karakter anak untuk melawan
penyebaran Covid-19. Selama ini seko-
lah dipercaya menjadi tempat yang pa-
ling efektif untuk menanamkan nilai –
nilai karakter, begitupun menanamkan
nilai prilaku kebiasaan baru dalam era
pandemi Covid-19 . 

Janganlah berfikir akan menga-
jarkan matematika dengan seabrek soal
dan rumus - rumusnya pada PTM ter-
batas. Tetapi berfikirlah bagaimana
mengajarkan dan menanamkan kepada
anak didik untuk betah dan terbiasa
menggunakan masker ketika berada di
luar rumah. Tidak perlu anak dipaksa
untuk menyelesaikan soal – soal latihan
tetapi tanamkan untuk selalu mencuci
tangan dan menghindari kerumunan.

Ajarkan peserta didik untuk peduli ling-
kungan dan berani menyampaikan jika
menemukan teman atau keluarga yang
tidak taat pada protokol kesehatan
(prokes).

Pandemi masih akan panjang.
Apalagi diperparah dengan kebiasaan
masyarakat yang sering abai dengan
penerapan prokes. Maka yang diper-
lukan sekarang adalah  model pusat

pendidikan pembentukan karakter
yang dapat taat prokes.  Dan tempat
pusat pendidikan karakter sebagai
ikhtiar memutus mata rantai penye-
baran Covid-19 yang efektif adalah
sekolahan.

Lalu apa yang perlu dilakukan perta-
ma cara pandang dan sikap guru yang
benar terhadap Covid-19?

Ujung Tombak

Guru sebagai ujung tombak
menanamkan karakter baik kepada
anak – anak. Jika pemahaman guru
baik dan ditunjang dengan sikap yang
baik serta taat prokes  akan mudah un-
tuk menanamkan nilai – nilai kebaikan.
Bukankah satu contoh sikap jauh lebih

baik dari seribu nasehat. Tentu ini men-
jadi tugas pemerintah baik pusat
maupun daerah yang mempunyai
wewenang untuk melatih dan meng-
arahkan guru – guru. Hanya data
Kemdikbudristek mengatakan bahwa
baru 35% guru dan dosen yang divak-
sin. Semoga ini hanya karena ketersedi-
aan dan distribusi vaksin. Bukan kare-
na menolak vaksin akibat cara berfikir
yang salah terhadap covid19.

Kedua Prosedur Operasional Standar
(POS) penanganan Covid-19 di sekolah

harus lengkap dan dipastikan ber-
jalan. Sehingga bisa membentuk pola
kebiasaan baru di warga sekolah.
Ketiga , pemerintah ketika mempro-
gramkan pembelajaran tatap muka
terbatas harus memprioritaskan pada
pembentukan karakter ini.

Sampai saat ini wacana yang
dimunculkan pemerintah adalah me-
ngurangi ancaman learning loss

atau menurunnya kualitas pembela-
jaran. Sekali lagi pembelajaran tatap
muka hanya 25% dari jumlah siswa, 2
jam di sekolah, dan seminggu hanya 2
kali tidak akan banyak memberikan
dampak pada kualitas pembelajaran.
Karena pembelajaran sejatinya tetap
jarak jauh, kualitas pembelajaran
jarak jauh perlu diperkuat dan diting-
katkan. Dan  proses PTM terbatas
dipergunakan untuk penguatan pen-

didikan karakter terutama karakter ke-
biasaan baru di era wabah Covid-19.
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NEGARA membutuhkan uang. Apalagi

rakyat yang sudah satu setengah tahun di-

belenggu kesulitan karena pandemi.

Tingkat konsumsi rumahtangga menurun,

jatuhnya harga komoditas dan turunnya

investasi menjadikan suasana perekono-

mian terasa semakin hancur. Pemutusan

Hubungan Kerja (PHK)  terjadi di mana-

mana dan pengangguran tersamar pun

muncul. 

Para ekonom mengatakan pertum-

buhan ekonomi bergerak positif mengiring

pelaksanaan vaksinasi, kelonggaran PS-

BB. Walau gambaran ini sedikit porak po-

randa ketika ternyata minggu-minggu ini

kasus Covid-19 meledak di mana-mana.

Apakah ini sekadar efek pascaliburan pan-

jang? Menurut Gubernur DIY Sultan HB X,

penularan bahkan klaster baru bukan

karena mobilitas tinggi tapi terjadi antar-

keluarga atau tetangga. (KR,12/6).

Tragisnya, di tengah kesulitan rakyat ini

pemerintah berencana membuat kebi-

jakan yang kurang pas, bahkan akan sa-

ngat memberatkan warganya. Hal ini ter-

tuang dalam revisi Undang-Undang No-

mor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU-

KUP) yang diajukan pemerintah dan akan

dibahas dengan DPR. Dan tragisnya, me-

ngenai bagian-bagian yang terkait hajat hi-

dup orang banyak : sembako dan pen-

didikan yang tertampung dalam pasal 4A. 

Sebab pasal 4A draf RUU-KUP meng-

isyaratkan penghapusan bahan-bahan

pokok dari daftar bebas pajak pertambah-

an nilai (PPN). Artinya, beras, gabah, ja-

gung, telur, susu, garam, daging dan sayur

bakal dikenai PPN dan besarnya dalam

draf usulan itu 12%. Sedang dalam pasal

4A ayat  (3) mengatur bila jasa pendidikan

bakal dikenai PPN. Jasa pendidikan yang

dimaksud dalam pasal ini sesuau

Peraturan Menteri Keuangan 011/2014

tentang kriteria jasa pendidikan yang tidak

dikenai PPN adalah: PAUD- SD-SMP-

SMA/SMK dan bimbingan belajar.

Rancangan yang spontan mengundang

reaksi singkat : tidak ada empati pada pen-

deritaan rakyat.  Muhammadiyah bahkan

langsung menolak PPN Bidang Pendidik-

an dan  menilainya  tidak sejiwa dengan

Konstitusi dan Pancasila. Menurut Ketum

PP Muhammadiyah Haedar Nashir, pe-

merintah-lah yang seharusnya paling ber-

tanggungjawab  dan berkewajiban menye-

lenggarakan pendidikan termasuk menye-

diakan anggaran 20%. Mengingat  ormas

keagamaan seperti Muhammadiyah, NU,

Kristen, Katolik selama ini  telah meringan-

kan beban dan membantu pemerintah.

Seharusnya kepada mereka diberi reward

bukan malah dibebani pajak. (KR, 12/6).

Meski masih rancangan, RUU-KUP ini

jika lolos kelak membuka peluang pendi-

dikan menjadi mahal.  Bisa dikatakan,  pe-

nerapan PPN atau pajak pendidikan ha-

nya membuat orang kaya  yang  bisa  me-

nikmati pendidikan karena mahal dan

menjadikan pendidikan elitis. Bagaimana

kelak masyarakat menghadapi Indonesia

Emas 2045 ketika pendidikan hanya

menggelar karpet merah untuk mereka

yang kaya? 

Munculnya  wacana PPN Pendidikan

harus menjadi momentum merenungkan

keadilan. Dengan luasnya Indonesia, saat

ini saja pendidikan belum bisa merata.

Kalau melihat di daerah-daerah 3T : terluar,

terpencil dan tertinggal,  pendidikan bahkan

masih tertatih-tatih menghadapi segala

kendala dan tantangan. Sementara, pande-

mi Covid-19 membuat ancaman lost gener-

ation pun menghadang di depan kita.

Mencerdaskan bangsa adalah tugas

negara sebagaimana amanat Konstitusi.

Tentu juga harus sejalan dan sejiwa de-

ngan Konstitusi dan Pancasila, ada kego-

tongroyongan dan kebersamaan. Itulah

sebabnya, masyarakat lewat ormas ke-

agamaan selama ini membantu mencer-

daskan bangsa. Realita ini harus dipahami

dan direnungkan elite pemerintahan uta-

manya pengambil kebijakan.  ❑

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terimakasih par-
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Analisis Pendataan Keluarga 2021
PELAKSANAAN Pendataan Keluarga

Tahun 2021 yang dilakukan kader penda-
ta di lapangan baik yang menggunakan
formulir maupun smartphone, hampir usai.
Secara nasional, pelaksanaan pendataan
telah ditetapkan mulai 1 April hingga 31
Mei 2021. Namun karena adanya berba-
gai kendala di antaranya wabah Covid-19
yang belum usai, bencana alam serta kon-
disi keterbatasan jaringan internet, maka
melalui SE Ka BKKBN No 4 Tahun 2021,
pelaksanaan pendataan diberi perpan-
jangan waktu hingga 21 Juni 2021.
Perpanjangan waktu ini  dimaksudkan
agar seluruh keluarga Indonesia terdata
100 persen, sehingga  sasaran intervensi
program Pembangunan Keluarga, Ke-
pendudukan dan Keluarga Berencana
(Bangga Kencana) maupun program
pembangunan lainnya dapat mencakup
seluruh keluarga Indonesia.

Usainya pendataan keluarga yang
hasilnya berwujud angka-angka itu tentu
harus segera ditindaklanjuti dengan anali-
sis. Analisis hasil Pendataan Keluarga
Tahun 2021 ini berfungsi untuk mener-
jemahkan hasil pendataan supaya lebih
komunikatif dan mudah dipahami mak-
nanya sehingga informasi yang dihasilkan
akan lebih bermanfaat untuk pengem-
bangan kebijakan program pembangun-
an, khususnya Bangga Kencana. Di sam-
ping itu, hasil analisis tersebut tentunya
akan sangat bermanfaat sebagai bahan
dasar untuk sarasehan pendataan keluar-
ga baik di tingkat Desa/Kalurahan,
Dusun/Pedukuhan maupun Rukun
Tetangga (RT).

Mengingat begitu pentingnya analisis
Pendataan Keluarga Tahun 2021 dalam
konteks Pembangunan Keluarga, Kepen-
dudukan, Keluarga Berencana maupun
sektor lainnya, maka penulis memberikan
beberapa saran kepada pelaksana anali-
sis (Kader IMP bersama penyuluh KB),

agar hasilnya bisa optimal, berdaya guna
dan berhasil guna.

Saran yang dimaksud antara lain perta-
ma, lakukan analisis dengan cara seder-
hana namun komunikatif. Tidak perlu
memakai teori yang rumit dan bertele-tele,
sebab hanya akan mempersulit pema-
hamannya. Apalagi mereka yang akan ki-
ta pahamkan adalah masyarakat umum
yang sangat beragam tingkat pendidikan
maupun pengetahuannya. Oleh karena itu
bentuk analisisnya cukup tabulasi silang
dan atau persentase yang cukup mudah
diterjemahkan. Penggambarannya bisa
menggunakan diagram batang, lingkaran
atau garis.

Kedua, dalam analisis, selain memban-
dingkan antarwilayah, janganlah dilu-
pakan untuk membandingkan hasil pen-
dataan sebelumnya sehingga dapat dike-
tahui perkembangannya. Lebih jauh dapat
diketahui aspek-aspek mana yang telah
mengalami perkembangan cukup baik,
mana yang belum. Mana pula yang telah
memenuhi standar, mana pula yang
belum. Dengan demikian, pemerintah ber-
sama masyarakat akan mudah me-
nentukan prioritas program berdasarkan
permasalahan riil yang dihadapi.

Ketiga, semua indikator yang ada da-
lam Pendataan Keluarga Tahun 2021,
baik dalam aspek Kependudukan, KB,
Pembangunan Keluarga maupun aspek
lainnya, harus dianalisis tanpa kecuali. Se-
bab jika hal itu tidak dilakukan hanya akan
mengurangi ketelitiannya dan kelengka-
pan data yang sewaktu-waktu dibutuhkan.
Apalagi data-data tertentu, memang tidak
pernah ada atau didata oleh sektor lain.
Misalnya, alasan tidak KB, konflik anta-
ranggota keluarga, pengasuhan anak dan
sebagainya. Selamat menganalisis.  ❑

*) Drs Mardiya, Kepala Bidang

Pengendalian Penduduk Dinas PMD

Dalduk dan KB Kabupaten Kulonprogo.


